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q RTR PULAU adalah Rencana Rinci (UUPR Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai
penjabaran dan perangkat operasional (UUPR Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yaitu:
Sistem Nasional) untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah
Nasional

q Sistem Nasional dalam RTR Pulau meliputi:
§ Sistem perkotaan nasional
§ Sistem transportasi nasional
§ Sistem infrastruktur wilayah lainnya (Energi, Telekomunikasi, SDA)
§ Kawasan Lindung Nasional
§ Kawasan Budi Daya bernilai strategis nasional (Kawasan Andalan)

q Sebagai Penjabaran RTRWN, RTR Pulau menjabarkan struktur dan pola ruang
nasional (sistem nasional) ke dalam perspektif ruang pulau (tujuan nasional
pembangunan wilayah Pulau berdasarkan isu/tantangan strategik)

q Sebagai Perangkat Operasional, RTR Pulau merupakan acuan pelaksanaan
RTRWN di tingkat Pulau/Kepulauan oleh K/L sektoral

PENDAHULUAN



7 PERATURAN PRESIDEN RTR 
PULAU/KEPULAUAN:
1. PERPRES 13/2012 RTR 

PULAU SUMATERA
2. PERPRES 28/2012 RTR 

PULAU JAWA-BALI
3. PERPRES 3/2012 RTR 

PULAU KALIMANTAN
4. PERPRES 88/2011 RTR 

PULAU SULAWESI
5. PERPRES 56/2014 RTR 

KEPULAUAN NUSA 
TENGGARA

6. PERPRES 76/2014 RTR 
KEPULAUAN MALUKU

7. PERPRES 57/2014 RTR 
PULAU PAPUA

PP 26/2008 jo. PP 13/2017 
tentang RTRWN

RTR PULAU DAN KEPULAUAN



HIRARKI RTR BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2007

Hirarki Rencana Tata Ruang

Rencana Umum Tata Ruang

RTRW Nasional (PP)
Skala Peta 1 : 1.000.000

RTRW Provinsi (Perda)
Skala Peta 1 : 250.000

RTR Pulau/Kepulauan
Skala Peta 1 : 500.000

RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda)
Skala Peta 1 : 100.000/ 1 : 50.000

RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 
(Perda)

Skala Peta 1 : 5.000

RTR Kawasan Strategis Nasional (Perpres)
Disesuaikan dengan bentang objek dan

kebutuhan

Rencana Rinci Tata Ruang

RDTR Kabupaten/Kota (Perda)
Skala Peta 1 : 5.000

RTRW Kabupaten / RTRW Kota
(Perda)

Skala Peta 1 : 50.000 / 1 : 25.000
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KERANGKA MUATAN PERPRES 3/2012 TENTANG RTR PULAU KALIMANTAN

BAB II Tujuan, Kebijakan, & Strategi Penataan Ruang Pulau Kalimantan

BAB III Rencana Struktur Ruang & Pola Ruang Pulau Kalimantan

BAB V Arahan Pemanfaatan Ruang Pulau Kalimantan 

BAB VI Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau Kalimantan

BAB VII Koordinasi & Pengawasan

BAB VIII Peran Masyarakat

BAB IX Ketentuan Peralihan

BAB X Ketentuan Penutup

LAMPIRAN I-II Peta Struktur Ruang & Peta Pola Ruang

LAMPIRAN III-XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan

LAMPIRAN XV Indikasi Program

BAB IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang Pulau 
Kalimantan

BAB I Ketentuan Umum



1 kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi
lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh
lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia

2 kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk
ketenagalistrikan

9 swasembada pangan dan lumbung pangan nasional

8 jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan
keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka
keterisolasian wilayah

7 kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata
budaya Kalimantan

6 pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang
berbasis pada air

5
kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara
yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan
keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, 
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

4 pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan
secara berkelanjutan

3 pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan
gas bumi di Pulau Kalimantan

TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU KALIMANTAN
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KALIMANTAN
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PENINJAUAN KEMBALI
PERPRES NO.3 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG
PULAU KALIMANTAN



1. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

2. Pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten

3. Potensi letak strategis Pulau Kalimantan

4. Kondisi fisik dan lingkungan Pulau Kalimantan

5. Kondisi sumber daya alam dan energi di Pulau Kalimantan

6. Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

7. Percepatan pengembangan infrastruktur wilayah

8. Pengembangan Pulau Kalimantan sebagai pusat ketahanan
pangan nasional

ISU STRATEGIS PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU KALIMANTAN



Penetapan
perubahan
peraturan
perUUan ttg RTR 
(amandemen
Perpres)

Penyusunan RTR 
baru

Materi
perubahan > 
20%

Materi
perubahan
≤ 20%

Penetapan
Pelaksanaan PK RTR 
Pulau

Pelaksanaan PK RTR 
Pulau

Kriteria PK RTR Tata Cara PK RTR Tata Cara Revisi

Rekomendasi hasil PK 
RTR Pulau:

§ Revisi

§Tidak Revisi

R T R  P U L A U

a. perubahan kebijakan 
nasional yang 
mempengaruhi 
penataan ruang 
wilayah nasional; 
dan/atau

b. dinamika 
pembangunan 
nasional

Kriteria Revisi

lebih dari
1 x dalam 5 thn

Perubahan 
lingkungan 
strategis:
• bencana alam 

skala besar;
• perubahan batas

teritorial negara;

1 x dalam 5 thn

Ps. 83 Ps. 88 Ps. 90Ps. 82

PENINJAUAN KEMBALI (PP 15/2010 (PS. 81-92))



HASIL PENILAIAN RTR PULAU KALIMANTAN



KONSEP 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH & RTR



Pengembangan P.Kalimantan (dengan
kawasan IKN di Pulau Kalimantan) sebagai

pusat orientasi dan simpul pergerakan

Pengembangan kawasan pusat - pusat
Hub di Pulau Kalimantan yang menjadi

satu kesatuan dan mendorong Kalimantan 
menjadi Pulau Hub di wilayah Indonesia

Pengembangan P.Kalimantan (dengan potensi SDA, 
Mineral & Migas sebagai pusat produksi untuk
memacu pertumbuhan ekonomi dan menjadi

penggerak ekonomi dengan tetap mempertahankan
nilai keberlanjutan lingkungan

Potensi Aspek Geosentris dan 
Geostrategis

KONSEP RTR PULAU 
KALIMANTAN (REVISI)



Balikpapan

IKN

Samarinda

Bontang

Tarakan

Tanjung Selor

Pontianak

Banjarbakula

Palangkaraya
Ketapang

Sanggau

Kutai Barat

Kukar

Berau

Singkawang

Pangkalan Bun

Memperkuat konektivitas antar wilayah dengan
sistem transportasi terpadu ( jalan tol, jalan arteri, 
kereta api, sebagai prasarana utama, dan transportasi
sungai sebagai pendukung, serta transportasi laut dan 
udara untuk skala nasional dan internasional)

Konsep Pengembangan Kawasan IKN dsk sebagai
“Super Hub” merupakan pendorong bagi pusat
pertumbuhan Wilayah IKN dan sekitarnya dengan
mengandalkan potensi geo-politik dan geo-ekonomi.
Sistem Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan
diarahkan menjadi simpul transportasi dalam skala
regional, pusat koleksi dan distribusi, dan pusat
pelayanan regional.

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan
sebagai bagian depan NKRI yang dihubungkan
dengan sistem transportasi antar kawasan serta dengan
kawasan perkotaan inti didekatnya

Konsep Pengembangan Transportasi Multi Moda
mendorong percepatan pergerakan dan mewujudkan
keterpaduan infrastruktur trasnportasi

KONSEP PENGEMBANGAN STRUKTUR 
RUANG PULAU KALIMANTAN



Penerapan Konsep Kutub Pertumbuhan
dan Keterkaitan KOTA-DESA (Urban Rural 
Linkages) yang merupakan bentuk
perencanaan pembangunan wilayah sebagai
alat transformasi ekonomi dan sosial pada
skala regional sehingga terjadi spread effect 
pada daerah pusat/kota menuju daerah
belakang/desa yang merupakan
potensi/pusat produksi.  Pengembangan
berdasarkan potensi/pusat produksi dan daya
dukung lingkungan akan dijadikan landasan
dalam mengembangkan arahan pola dan
struktur ruang wilayah Pulau Kalimantan. 

Konsep Pengembangan Wilayah Pulau
Kalimantan dengan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah secara hirarkis, 
sebagai pusat kegiatan ekonomi dan
pelayanan skala wilayah.

Konsep pengembangan wilayah Pulau
Kalimantan yang dibagi dalam beberapa
Klaster-klaster pengembangan, sesuai
dengan karakteristik wilayah dan kedekatan
Tarik-menarik

KONSEP PENGEMBANGAN 
KAWASAN BUDIDAYA PULAU 

KALIMANTAN



PENUTUP



1. Menghimpun masukan Pemerintah Daerah terkait
ü konsep pengembangan Pulau Kalimantan
ü rencana tata ruang Pulau Kalimantan hasil revisi Perpres 3/2012

2. Mendapat kesepakatan terkait konsep pengembangan dan rencana tata ruang Pulau
Kalimantan

TUJUAN KEGIATAN

1. Penanggap: seluruh Kepala Bappeda Provinsi se-Kalimantan
2. Peserta: seluruh Bappeda dan Dinas Tata Ruang/yang membidangi urusan tata ruang

provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan 

Dengan:



TERIMA KASIH

Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional
Direktorat Jendertal Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

@ditjentataruang @DitjenTataRuangID @DitjenTataRuang Ditjen Tata Ruang tataruang.atrbpn.go.id gistaru.atrbpn.go.id/rtronline


